
 

 
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penemuan data di lapangan dan analisis oleh peneliti dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam penataan 

iklan luar ruang yang berada di Gunungkidul menggunakan acuan pada Peraturan 

Daerah No 3 Tahun 2008 Tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame dan juga 

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Reklame. Peraturan tersebut 

berisikan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh pengiklan. Peraturan 

tersebut kurang rinci dalam hal penempatan iklan luar ruang yang baik dan benar 

untuk ditempatkan di Gunungkidul yang tidak mengganggu kepentingan 

masyarakat, sehingga masih dibutuhkan peraturan yang rinci mengurusi iklan luar 

ruang di Gunungkidul atau masterplan penataan iklan luar ruang. Mengenai 

penataan iklan luar ruang, Gunungkidul mempunyai beberapa instansi yang 

mengurusi hal tersebut. Instansi-instansi terkait yang mengurusi tentang penataan 

reklame, mulai dari ijin sampai pelaksanaan adalah: 

1. Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) 

Kantor Penyelengara Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 

kewenangan mengenai pengurusan perijinan dalam pelaksanaan 

pemasangan reklame di Gunungkidul. 

2. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Tata Kota  



 

 
Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Kota dalam hal ini 

memiliki tugas dan wewenang dari aspek pengolahan. Pengolahan yang 

dimaksud yaitu ketentuan teknis, tata cara pemasangan dan juga pemberian 

ijin tempat pemasangan reklame yang akan beriklan di Gunungkidul. 

3. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPPKAD)  

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah memiliki tugas 

melaksanakan perumusan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan pajak 

dari pendapatan lain-lain, dalam hal pengelolaan pajak reklame di 

Gunungkidul bidang yang terkait dalam instansi ini adalah Bidang 

Pendapatan. 

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)  

Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penataan iklan luar ruang 

memiliki tugas dan wewenang dari aspek pendataan dan evaluasi. 

Pendataan dan evaluasi yang dimaksudkan adalah pengamatan langsung di 

lapangan  mengenai implementasi penempatan reklame, apakah reklame 

tersebut sesuai dengan ijin yang telah dilaksanakan oleh pengiklan baik 

dari jumlah dan juga waktu sewa yang telah dibayar atau tidak. 

Aspek-aspek yang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam peraturan 

penataan iklan luar ruang di Gunungkidul yaitu reklame tidak boleh mengganggu 

ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, dan 

kepentingan pembangunan. Hal lain yang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah 

Gunungkidul dalam penataan iklan luar ruang yaitu berdasarkan pada tata letak, 

pola dan dimensi, jenis iklan, jumlah iklan, bahasa yang digunakan, dan juga 



 

 
struktur rangka iklan luar ruang. Implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Gunungkidul dalam hal ini masih belum sesuai dengan peraturan yang 

sudah ditetapkan, selain itu Pemerintah Daerah Gunungkidul belum mempunyai 

masterplan untuk penataan iklan luar ruang. Implementasi di lapangan masih 

didapati bermacam-macam pelanggaran seperti: banyaknya reklame melekat dan 

juga reklame kain yang tidak berijin, penempatan yang asal-asalan, jenis iklan luar 

ruang yang bermacam-macam dalam satu titik, ukuran iklan luar ruang yang 

belum diseragamkan dan juga belum adanya ukuran standar yang dipunyai oleh 

Pemerintah Daerah Gunungkidul mengenai konstruksi reklame yang tidak 

membahayakan pihak lain. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat 

memberikan saran kepada : 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunugkidul, untuk: 

1. Segera menyelesaikan masterplan reklame yang saat ini sedang 

dibuat. Masterplan reklame sangat dibutuhkan dalam hal 

penataan iklan luar ruang yang berada di Gunungkidul, dengan 

adanya masterplan tersebut Pemerintah Daerah dengan mudah 

mengatur dan juga menata iklan luar ruang ruang karena acuan 

yang digunakan sudah tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan 

lagi dalam pembuatan masterplan reklame adalah mengenai 

jumlah iklan luar ruang dalam satu titik, jenis reklame dalam 



 

 
satu titik, ukuran dan pola yang tepat dengan ciri khas 

Gunungkidul dan juga yang tidak menggangu kepentingan 

publik, lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame, 

dan juga konstruksi reklame yang tidak membahayakan publik.  

Jika itu semua diperhatikan dalam masterplan yang dibuat oleh 

Pemerintah Daerah Gunungkidul maka iklan luar ruang 

tersebut akan mempercantik kota Gunungkidul dan juga dapat 

memberikan pemasukan Daerah berupa pajak. 

2. Banyaknya iklan luar ruang berjenis kain dan juga melekat 

yang  tidak menaati peraturan yang sudah berlaku dikarenakan 

kurangnya tempat untuk beriklan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah, dengan begitu banyak sekali reklame kain 

dan juga reklame melekat yang ditempatkan hanya asal-asalan 

oleh pengiklan. Pemerintah Daerah sudah memberikan tempat 

beriklan khususnya untuk reklame kain, tetapi dengan 

bertumbuhnya industri periklanan seharusnya Pemerintah lebih 

memberikan fasilitas atau tempat untuk beriklan. Tempat 

tersebut dapat membantu dalam hal penataan iklan luar ruang 

yang terdapat di Gunungkidul, karena iklan luar ruang akan 

lebih tertata dengan rapi lagi. 

3. Banyaknya instansi di Gunungkidul yang mengurusi reklame 

atau iklan luar ruang menurut peneliti kurang efektif, karena 

jika terjadi kesalahan dalam implementasi di lapangan nanti 



 

 
hanya akan saling lempar kesalahan. Hal tersebut juga diakui 

oleh beberapa instansi di Gunungkidul bahwa instansi yang 

mengurusi iklan luar ruang terlalu banyak. Akan lebih efisien 

lagi jika masterplan reklame sudah selesai, untuk pengurusan 

ijin kemudian pajak dan penempatan hanya di Kantor 

Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemudian Satpol 

PP mempunyai tugas dan wewenang dalam penyimpangan 

yang berada di lapangan.      

b. Masyarakat dan Pengiklan 

1. Lebih bersikap kritis terhadap iklan luar ruang yang tidak 

memperhatikan keselamatan dan juga keindahan. 

2. Pengiklan harus lebih mematuhi peraturan yang sudah 

dikeluarkan dan juga ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Gunungkidul mengenai penataan iklan luar ruang. 
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